
BUPATI SAROTANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR B TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menirnbang :

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat {1}

unaang-undang Nomor 28 Tahun 2oo9 tentang Pajak Daeraft

dan nJtribusi 6aerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

: 1. Pasal L8 ayat {16} Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
pembeitukan kabupaten Sarolasgren, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kab-upaten Tanjung Jabung
Timui (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nornor L8,2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 14 Tahun 2ooo tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten sarolangun, Kabupaten
?ebo, kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Taniung
Jabung Timur (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOO Nomor 81, Tambahan [,embaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang
Pemerintahan Daerah (I"embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oa4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Repubtrik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-
undang Nomor L2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a8441;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2QO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);



5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 36 - 
Tahun 2OAg tentang

Kesehatan (Lembaran Ntgt'u -Republik 
Ildonesia Tahun

zaagNomorl44,TambaharrI**u*'*',NegaraRepublik
Indonesia Nomor 5O63h

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang

Tenaga Kesehatln-{**O"3" }rlegara -Republik 
Indonesia

Tahun 1996 N;;; 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AOT bntang

Pembagian Urr*"" Pemerintahan Antara Pemerintah'

Pemerintah"" U""tuf' Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupate"lr"t"* ti,"*ig"l Negara ngnuflik Indonesia

Tahun 2OOT Nd;t 82, Tambahan Lembaran Negara

nepuUfif< Indonesia Nomor 47371;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKII,AN RA}ilTAT DAERAH

MenetaPkan:

Bersama

KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSI(AN:

PERATURANDAERAHTENTANGREIRIBUSIPEI,AYANAN

KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratrrran Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun'

2. pemerintah Grrh aaihh eupati din perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah'
3. bupati adalah Bupati Sarolangun
4. Watrit Bupati aaatatr Wakil Bupati !aro$nS,un'
5. Dewan Pegwakilan Rakyat p""t"ft sehr{utnya disingkat DPRD adalah

merupat<an Badan Legisiatif Daerah Kabupaten sarolangun.

6. Dinas Kesehatan adalih Dinas Kesehatan Kabupatel Sar.olangun'

7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Sarolangun-
g. DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Sarolangun.
9.UPT(UnitPelaksanaTeknis}Dinas.Kesehatanadalahunit-unitteknis

Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung

kepada masYarakat.
10. UPT Dinas Kesehatan yang terdiri dari Puskesmas dan lainnya yang

ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati'
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ll. puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan Dasar tingkat pertama yang

terdiri dari Puskesmas induk, Puskesmas Pembantu { Pustu }, Puskesmas

Keliling / Ambulance, Polindes dan atau Poskesdes.

12. Laboratorium, Unit liadiologi adalah unit penunjang medis yang terdapat
di Puskesmas.

13. Tarif atau biaya adalah biaya pelayasran dan perawatan Kesehata$ atas
jasa pelayanan Kesehatan dan perawatan Kesehatan pada RSUD
profnn.H.fU. Chatib Quanrain Kabupaten SarolangUtr, Puskesmas dan

unit penunjang lainnya yang dibebankan kepada masyarakat sebagai

imbalan atas Jisa Pelayanan Kesehatan yang diterimanya, tidak termasuk
pelayanan pendaftaran, ai n rt Jasa Medik (operator don anastesi)'

la. behyanan Kesehatan adalah Upaya Peningkatan -Derqiat Kesehatan

Masyarakat yang dilakukan kepada seseorang meliprrti upaya pencegahan
p"rry*t ityprevenlif, upaya peningkatan status kesehatan/promotif, upaya
"p""lgoU"t*"/ kuratif dan upaya pemulihan kesehatan/Rehabilitatif.

15. perawatan Kesehatan tvtasy&akat {Public Health NursingJ adalah
kunjungan petugas ke keluarga yang mengalami masalah kesehatsn
dadm i""Sk" memberikan praktek keperawatan untuk menyelesaikan
masalah kesehatan dengan pendekatan proses keperawatan.

16. Jenis pelayanan kesehitan adalah Pelayanan rawat jatran, rawat inap,
pelayanan gawat darurat, tindakan medis opgratif,. tindakan penunjang

meais dan f,eUyanan lain-lain yang dilakukan di Puskesmas menggunakan
fasilitas yang tersedia.

17. Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD Prof.DR.H.M.
Chatib Quzwain dan Puskesmas di Kabupaten Sarolangun terhadap

""*eot"rg 
datam rangka pencegahan, pengobatan, penyembuhan dan

rehabilitasi terhadap penyakitnya tanpa menginap.
18. Rarrat Inap adalah pelayanan upaya kesehatan yang diberikan oleh RSUD

prof.DR.H.tU. Cfratib Quzwain dan R.lskesmas di Kabupaten Sarolangun
terhadap seseorang dengan indikasi medis dan telah menyatakan
kesediaan untuk dirawat.

19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan upaya kesehatan yang
diberikan oleh RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain dan Puskesmas di
Kabupaten Sarolangun kepada seseor€ulg di Instalasi Gawat Darurat
dengan kasus gawat, atau darurat ataupun gawat darurat dalam r:angka
rnengatasi masalah kesehatan.

20. Intensive Care Unit adalah perawatan khusus untuk

z).

pengobatan/ penyembuhan penyakit secara intensif.
Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pelayanan pembedahan/operasi
yang diberikan oleh RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain dan Puskesmas di
Kabupaten SarolangUn terhadap seseorang yang telah menyatakan
kesediaan untuk menjalani tindakan medis operatif dalam rangka
pencegahan dan penyembuhan penyakitnya.
Tindakan Penunjang Medis adalah tindakan atau pelayanan yang
diberikan RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quarain dan Puskesmas di
Kabupaten SarolangUn terhadap seseorang dalam rangka rnenunjang
tegaknya diagnosa penyakit.
Jasa Sarana adatah uang atau jasa yang diterima RSUD Prof.DR.H.M.
Chatib Quzwain dan Puskesmas di Kabupaten Sarolangun sebagai imbalan
atas pemakaian fasilitas RSU Prof.DR.H.M. Chatib Quzrirain Kabupaten
Sarolangun dari seseorang dalam rangka memperoleh pelayanan
kesehatan.
Jasa Pelayanan adalah uang atau jasa yang diterima oleh petugas RSUD
Prof.DR.H.M. Chatib Quzrnrain Kabupaten Sarolangun sebagai imbalan
atas pelayanan yang diberikan terhadap $eseorang yang memberikan
pelayanan kesehatan.

21.
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25.

26.

27.

38.

39.

Jasa Medik,Qpesialis adalah uang atau jasa yang diterima.-oleh dokter
spesialis di Puskesmas dan nsun Frof.DR.H.M. Chatib Quzwain
Kabupaten Sarolangun sebagai imbalan atas pelayarlan konsrrltasi medis

spesialis yang diberikan kepada seseorang yang memperoleh pelayanan
kesehatan.
Jasa Medik Umum adalah uang atau jasa yang diterima oleh dokter umum
RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzurain dan Puskesmas di Kabupaten
Sarolangun sebagai imbalan atas pelayanan dokter umum yang diberikan
oleh seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatarL.
Jasa Asuhan Keperawatan/Kebidanan adalah uang atau jasa Yltg
diterima oleh perawatlbidan sebagai imbalan atas jasa pelayanan asuhan
keperawatan/icebidanan kepada seseoraflg yang memperoleh pelayanan
kesehatan.

28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rua:rgan ra$rat inap dengan atau
tanpa makan di Puskesmas dan RSUD Frof.DR.H.M. Chatib Quavain
Kabupaten Sarolangun.

29. Bahan dan Alat ff*Ui* Pakai adalah obat-obatan bahan kimia, bahan-
bahan radiolory dan atau alat-alat kesehatan lain yang digunakan secara
langsung dan- tidak dapat dipakai ulang untuk Pelayanan Kesehatan
lainnya.

30. Perawatan Jenazahadalah kegiatan raurat jenazah tanpa bahan kimiayang
dilakukan oleh petugas RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain Kabupaten
SarolangUn untuk kepentingan pemakaman bukan untuk proses
peradilan.

31. Kolseruasi adalah perawatan dan pengawetan jenazah dengan memakai
bahan- bahan yang dilakukan petugas RSUD Prof.DR.H.M. Chatib
Quzwain Kabupaten SarolangUn bukan untuk proses peradilan;

32. Ambul6rner- Core llnit kruice adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD
Frof.DR.H.M. Chatib Quzrrain Kabupaten Sarolangun terhadap seseorang
dengan menggunakan fasilitas mobil ambulance dan fasilitas medis yang
terdapat di dalamnya.

33. Pelayanan Puskesmas keliling atau Ambulance adalah pelayanan yang
diberikan terhadap seseorang dengan menggunakan fasilitas mobil
Puskesmas keliling dan atau Ambulance dengan fasilitas medis yang
terdapat didalamnya.

34. Peqiamin adalah orang atau badan hulmm sebagai penanggung biaya
pelayanan upaya kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.

35. Tindakan Medik Tidak Terencana /CtrO adalah tindakan medik yang
memerlukan penanganatil dengan segera yang ditetapkan oleh Dokter
berdasarkan Indikasi Medis.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sarolangun.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang
berlaku.
Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Rrskesmas dengan
mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 {dua} atau
transportasi lainnya di luar gedung Puskesmas.
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tduan kepentingan dan
pemantauan umum yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas,
puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rurnah sakit
umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang
dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan
pendaftaran.
Wqiib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perahrran
pemndang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

36.
37.

40.
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43.

44.

42.

45.

48,

49.

50.

51.

s3.

55.

56.

Rumah sakit umum adalah RSUD Prof. DR.H.M. Chatib Quzwain
Kabupaten Sarolangun.
f*p"fa Rumah Safit adalah Kepala RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzrrain
Kabupaten Sarolangun.
pelayanan Kesehatan adalah Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan

Masyarakat yang dilalnrkan Pemerintah meliputi upaya pencegahan

prrry*tit/preventif, upaya peningkatan status_ kesehatan/promotif, upaya
per"souatan/kuratif dan upaya pemulihan kesehatan / Rehabililatif.
net{aA*asi medis adalah pilayanan yang diberikan oleh instalasi
rehabilitasi medis dalam Uentut< fisioterapi, terapi okupasional, terapi
wicara, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi'
pelaganan KesEhatan di RSUD Frof"DR.H.M. Chatib Quzwain Kabupaten
Saroiangun adalah pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat

daruratl pehyanan fCU 
- dan CVCU, tindakan medis operalif, tindakan

penunjang *Lai" dan pelayanan lain-lain yang yang diberikan kepada
s"*"oririaa** rangka obserwasi diaknosis, pengobataa atau pelayanan
kesehatan lainnya dengan menggunakan fasilitas yang tersedia.
pelaganan Keslhatan- Tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan
p"r"lor*ngan bersifat spesiatistik dan atau sub spesialistik yang meliputi
ilawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, Rawat Iaap
di ruang perawatan khusus.
Isolasi aaaUfu suatu ruangan khusus untuk perawatan khusus-khusus
tertenflr yang memerlukan penanganan khusus, tidak dicampurkan
dengan ldrusus lainnya.
Weiib Pelayanan dan Peravrratan Kesehatan adalah orang, pribadi atau
badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakrrkan pembayaran retribusi.
Srrrat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi unhrk
melaporkan data objek retribusi dan wqiib retribusi sebagai dasar
perhifirngan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan
Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selaqiutnya dapat disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah l"€bih Bayar, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagrhan retribusi dan atau sangsi
administrasi berupa bunga atau denda.
Sr.lrat Kepuhrsan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan
SKRDLB yang diqiukan oleh wajib Retribusi.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang mencari, mengumpulkan
dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengarlvasan
kepahrhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan
perundang-undangan retribusi daerah.
Karfl"r Jamlcesmas adalah karhr yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang kepada seseorang yang tidak marlpu atau miskin yang dapat
digunakan untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

47.

57.
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58.

59.

Ambulance Gawat Darurat 118 adalah Pelayanan Gawat Darurat yang
dilaksanakan dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan atau yang

dilaksanakan di dalam Ambulance 118.
penyidik Tindakan Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian
Undakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya di sebut penyidik.untuk mencari serta mengumpulkan bukti
y*g d"*gr1 bukti itu mimbuat terang tindak pidana di bidang Retribusi
Oaeiah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan 11ama Retribusi Pelayanan Kesehatan di pungut retribusi sebagai
p"*6"yrr"n atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling,
pgskejmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan
iempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yanq dimiliki danlatau
dikelola 6tetr Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan kesehatan dan pengobatart- ' 
yang diberikan oleh R.rskesmas induk, Puskesmas Pembanhr (Pustu),
Pusk"*mas Keliling/Ambulance, Polindes dan atau Poskesdes yang
dimiliki/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan
pendaftaran dan pelayanan kesehatan ytrtg dilakukan oleh Pemerintah,
BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

(1) Jenis Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rrskesmas induk,
Puskesmas Pembantu (hrsflr), Puskesrnas Keliling/Ambulance, Polindes
atau Poskesdes Kabupaten Sarolangun, y€mg dikenakan biaya terdiri dari :

a. paket pelayanan & pemeriks€ra.n oleh dokter umum, glgl dan petugas

kesehatan lainnya;
b. tindakan medik dan terapi umum;
c. tindakan medik dan terapi khusus;
d.
e.

f.

persalinan;
laboratorium;
narkoba darrt napr.a;
pemeriksaan kesehatan dalam rangka pemberian surat keterangan;
rawat i**p;

i. pemakaian oksigen;
j. konsulta.si kesehetan;
k. puskesmas keliling/ambulance;
1. pemeriksaan EKG;
m. pemeriksaarl rontgent;
n. pemeriksaan dopler;
o. pemeriksaan USG; dan
p. pemakaian fasilitas untuk praktik lapangan.

cD'
h.
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{2) Pelayanan dan Perawatan Kesehatan di RSU Prof' DR' H'M' Chatib

euzwain dikenakan biaya pelayanan kesehatan untuk Kelas III yang terdiri

dan:
a. Tindakan medik instalasi kamar bersalin/instalasi rawat inap

kebidanan (Obgln dan kandungan);
b. Tindakan medik operasi dengan anastesi;
c. Tindakan medik rawat inap penyakit anak;
d. Tindakan medik instalasi rawat inap penyakit dalam;
e. Tindakan medik instalasi rawat inap penyakit bedah;
f. Pemakaian ruangan/kamar rawat h*p;
g. Tindakan medik operasi mata terencana;
h. Tindakan medik operasi terencana;
i. Tindakan medik instalasi laboratorium;
j. Tindakan medik instalasi radiologi;
k. Tindakan konsultasi gizi;
t. Pemeriksaan diagnostik elelrtromedik;
m. Pemeriksaan diagnostik fisioterapi;
n. Konsultasi/visite; dan
o, Asuhan keperawatan.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
men ggunakan / menikmati pelayanan kesehatan.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
Pelayanan Kesehatan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkatan penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi
peiayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau badan.

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi adalah unhrk mengganti
biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan serta jasa
pelayanan kesehatan, dalam rangl<a penyelenggaraan pelayanan kesehatan
dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
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BAB VI
KETENTUAN PELAYANAN DAN PERA1UATAN

Pasal I

(1) Retribusi pelayanan kesehatan bagt peserta ASKES diberikan pelayanan

Kesehatan sesuai dengan ketentuan pembiayaan Asuransi Kesehatan yang

berlaku.
(2) Bagi masyarakat miskin pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak {KIA},

penyakit dan pemeriksaan laboratorium yang sifatnya merupakan program

kesehatan diberikan pelayanan kesehatan melalui Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau program lain yang sejenisnya

dan mempunyai hrjua.n Yang sarna.
(3) Bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan oleh

asuransi kesehatan lainnya (Askes, Jamkesmas, Jamsostek, Asabri,
Jaminan Kesehatan mandiri lainnya), diberikan pelayanan kesehatan
melalui Program Jamkesda sepanjang masih tersedia Kouta.

{a) Bagi masyarakat Kabupaten Sarolangun yang tidak memiliki jaminan

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pelayanan

kesehatan rawat jalan dan laboratorium sederhana di Sarana Kesehatan
pada jam kerja tidak dikenakan biaya retribusi.

Pasal 1O

Pasien membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis
Pelayanan dan Perawatan Kesehatan yang diberikan.
Pasien rnemperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai alur Pelayanan
Kesehatan yang berlaku.
Bag pasien ber}aku Tarif dan tatalaksana Pelayanan dan Perauratan
Kesehatan seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah ini.

BAB VII
STRUK?UR DAN BESARI\TYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

(U Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum
datam Lalnpiran I dan II, dan mempakan bagian yang tidak terpisahkan
dari peraturan daerah ini.

{2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {U ditinjau kembali
paling lama 3 {tiga} tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sssa#mana dimaksud pada ayat t2) diatur
dengan peraturan bupati.

(1)

{21

{3}
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BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Paeal 12

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah ditempat
pelayanan diberikan dalam wilayah Kabupaten sarolangun.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkaanya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(21 dkumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor

secara bruto ke kas Daerah.

Pasal L5

(1) Retribusi yang terutang harus ditakukan secara tunaillunas.
{2} Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (U

dilakukan selambat-lambatnya 7 {tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD

atau dokrrmen Iain yang dipersamakan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayarart, penentuan tempat

pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan
peraturan bupati.

Pasal 16

Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dapat memberikan persefi{iuan kepada wajib retribusi
untuk mengangsur retribusi sampai batas urakhr yang ditenhrkan dengan
dikenakan bunga Zt/o (dua persen) setiap bulan.
Persyaratan untuk dapat mengarlgsur dan atau menunda pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

(1) pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat
dalam buku penerima.

(u

(2t
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{2} Ketentuan mengenai bentuk, jenis, isi, ukuran buku dan bukti

pembayaran ditetapkan dengan Perahrran Bupati'

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 27o {dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang

dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Ata.s kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengqiukan
permohonan pengembalian pembayaran kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(2) irerrnohonan 
- 

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan disertai alasan yang
jelas.

(3) 
-Bupati 

dalam jangka waktu 6 (enam ) bulan sejak diterimanya permohonan
ketlbitran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memberikan kePutusan.
(a) Apabila permohonan Fngembalian kelebihan retribusi dikabulkan harus

diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling Iama 2 { dua } bulan sejak
diterimanya permohonarl.

Pasal 2O

(1) Apabila wajib retrib,rrsi mempurryai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi langsung dapat diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)

bulan sejak diterbitkanrrya SKRDLB.
(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah

lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2o/a {dua persen} sebulan atas keterlambatan pembayaraa
kelebihan retribusi.

Pasal 21

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
perintatr Membayar kelebihan retribusi
Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (U.
Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan buku dan bukti
pemindahan buku juga berLraku sebagai bukti pembayaran.

(1)

(2)
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(3)

(4)

(5)

(u

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

t1)

{21

BAB XIII
PENAGIHAN

Pasal 22

penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukart

dengan menggunakan STRD dengan didahului surat Teguran.
pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai

tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 3O

(tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran'

Dalam jangka wakhr 30 (tiga puluh) hari setehh surat
teguranlperingatan/surat lain yang sejenis, Vtrajib Retribusi hams
melunasi retribusinya yang terhutang.
Surat Teguran / peringatan I surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
pada ayat {21dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
Ketentuan mengenai Tata cara penagihan dan penerbitan surat

teguran/peringatanlsurat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 23

Hak untuk melakukan Penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi,
kecuali jika Weiib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (U
tertangguh jika:
a. Diterbitlan Surat Teguran; atau
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada

ayat {2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
Surat ?eguran tersebut.
Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat l2l huruf b adalah wqiib retribusi dengan kesadaranrrya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaiman dimaksud
pada ayat (21 huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
wqiib retribusi.

Pasa1 24

Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah
kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat {1}.

11



{3} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi
yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sarolangun diberi wewenang sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Kesehatan.

(2) Datarrr melakukan tugas khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang :

a. menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan ;

c. men5ruruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
diri dari tersangka;

d. melakukan penyitaan dan atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa tanda pengenal

diri tersangka;
g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari

penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan rnerupakan tindak pidana dan selanjutnya
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan
keluarga; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung
jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai
penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik Kepolisian Republik
Indonesia

BAB XVI
PIDANA

Pasal 26

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana
dimaksud daiam Pasal 16 ayat (1) dan Pasai 23 ayat (3) Sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat tU merupakan penerimaan

Negara.

t2



BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal27

Pada saat Peratrrran Daerah ini mulai berlaku:
a. peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2AA1 tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 28 Seri B
Nomor 10);

b. peraturan Daerah Nomor g Tahun 2OOg tentang Biaya Pelayanan dan
perawatan Kesehatan pada Rumah Sakit Umr:m Daerah Prof' DR' H.M.

Chatib euzwain Kabupaten Sarolangun Tahun 2OO9 Nomor 9) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku

BAB XVIII
PENUTUP

Pasai 28

Peraturan Daerakr ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal I UopnQr 2013

SAROLANGUN,

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal I t'tOpcm&f ZOLS

KABUPATEN SAROLANGUN,SEKRETARIS DAERAH
f'r-x"'u--.**{ -

THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2OL3 NOMOR B
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LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 8 TAHUN 2OL3
TANGGAL I NopenoeR 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS

KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU, BALAI PENGOBATAN, DAN TEMPAT

PELAYANAN KESEHATAN I"AINI{YA YANG SB.IENIS YANG DIMILIKI
DAN/ATAU DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH

NO JENIS PELAYANAN TARIF KET
1. a. Paket Pelayanan & Pemeriksaan Oleh

Dokter Umum, #Si dan Petugas
kesehatan lainnya.

b. Pemeriksaan fisik.

Rp. 5.OOO,-

Rp.15.OOO,-
2. Tindakan Medik dan Terapi Umum:

a. Tindakan Bedah Ringan (Ganglion,
Fibroma) dll.
Sirkum sisi /Khitanan Laki-laki.
Sirkum sisi/Khitanan Wanita.
Pemasangan Kateter.
Pemasangan Infuse.
Pemasangan Spalk pada Patah
Tulang.

g. Insisi Abses Kecil.
h. Insisi Abses Sedang.
i. Perawatan Luka Bersih tanpa

Jahitan/Skinloss.
j. Perawatan Luka Kotor tanpa

Jahitan/Skinloss.
k. Perawatan Luka Robek Kurang 5

Jahitsn.
1. Perawatan Luka Robek 6-10

jahitan (lebih dari 10 jahitan)
ditambah Rp. 25OO / jahitan.

m. Tindik Telinga.
n. Jasa Pen5nrntikan (tidak termasuk

jarum suntik dan obat).
o. Buka Jahit Luka/Tukar Verban :

1) Luka Kecil {1 - 5 Jahitan}.
2) Luka Sedang {6-10 Jahitan).
3) Luka Besar {11 keatas }.

b.
c.
d.
e.
f.

Rp. 3O.OOO,-

Rp. 75.OOO,-
Rp. 2O.O0O,-
Rp. 15.OOO,-
Rp. I.5.OOO,-
Rp. 25.oOO.-

Rp. 1O.OOO,-
Rp. 15.0O0,-
Rp. 1O.OOO,-

Rp.15.O00,-

Rp. 2O.OOO,-

Rp. 40.00O,-

20.000,-
5.OOO,-

3.OOO,-
6.O00,-

15.000,-

Rp
Rp

Rp.
Rp.
Rp.

3. Tindakan Medik dan Terapi Khusus
a. Tindakan di Poli Gigi

1] Cabut Gigi Tetap tanpa
Pen5rulit.

2) Cabut Gigi dengan
PenyulitlKomplikasi.

3) Tambal Gigi Sementara.
a) Tambal Gigi Tetap.
5) Insisi Abses Mulut dan Rahang.
6) Terapi Perodental, Scalling.
7) Perawatan Syaraf Gigi per gigi
8l Cabut Gici Susu pada Anak

Rp. 2O.O0O,-

Rp. 5O.OOO,-
Rp. 1O.OOO,-
Rp. 25.OOO,-
Rp. 4O.OO0,-
Rp. 5O.0OO,-
Rp. 1O.OOO,-
Rp. 1O.0OO.-
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b. Tindakan di Poli Kebidanan
1) Pemasangan $Piral IIUD.
2) Cabut Spiral/IUD.
3) Pemasangan Implant {KB Susuk}.
a) Buka Implant.
5) Pemeriksaan dengan DoPler.
6) Curetage.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

60.ooo,-
60.000,-
60.o00,-
60.oo0,-
20.000,-
75.O00,-

4. Persalinan
a. Pemeriksaan Ikhamilan

(ANC/PNC).
b. Pertolongan Persalinan Normal.
c. Pelayanan ibu nifas dan baYi

baru lahir.
d. Pelayanan pra rqiukan Pada

komplikasi kebinanan dan
neonatal.

e. Pelayanan penanganan
perdarahan pasca keguguran,
persalinan pervaginam dengan
tindakan emergencidasar.

f. Pelayanan tindakan Pasca
persalinan (misalnya manual
placenta).

Rp

Rp.

Rp. 2O.AOA,-

Rp. 5OO.OOO,-

Rp. 20.0OO,-

Rp. 1OO.OOO,-

650"OOO,-

150.000,-

5. a. Laboratorium
1) Test Kehamilan.
2) Pemeriksaan Golongan Darah.

b. Urinalisa
1) Urin Lengkap

a) PH
b) Protein
c) Reduksi
d) Urobilin
e) Biilirubin
f) Keton
g) Nitrit
h) Lekosit
i) Sedimen

c. Hematologi (Pemeriksaan Darah)
U Hemaglobin (Hb)
2t Hitung Lekosit (Sel Darah Putih)
3) L.E.D
4J Hitung Jenis
5) Eritrosit {sel darah merah)
6) Trombosit
7\ Retikolosit
8) Hematokrit
e) MCV
10) MCH
11) MCHC
12) Waktu Pendaral:an
13) Waktu Pembekuan
14) Protrombin Time
14. Pemeriksaan Cairan

Rp.
Rp.

Lo. ooo,-
25.OOO,-

Rp. 5.OOO,-
Rp. 5.OOO,-
Rp. 5.OOO,-
Rp, 5.OOO,-
Rp. 5.000,-
Rp. 5.OOO,-
Rp. 5.O00,-
Rp. 5.0O0,-
Rp" 7.5OO,-

Rp. 7.5OO,-
Rp. 7.5O0,-
Rp. 7.500,-
Rp. 7.5OO,-
Rp. 7.5OO,-
Rp. 7.5O0,-
Rp. 7.500,-
Rp. 7,5OO,-
Rp. 7.5OO,-
Rp. 7.5O0,-
Rp. 7.5OO,-
Rp. 7.5OO,-
Rp. 2O.OOO,-
Rp. 5O.OOO,-
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Lumbal/Sumsum Tulang.
d. Kimia Klinik

1) Cholesterol Total.
2) HDL Cholesterol.
3) LDL Choiesterol.
4) Triglisrida.
s) sGoT.
6) SGPT.
7) Billirubin Total.
8) Billirubin Direk.
9) Gula Darah Puasa.

1O) Gula Darah 2 jarn PP(2 jam
sesudah makan).

1 1) Ureum.
l2lKreatinin.
13) protein Total.
14)Alka1i Pospatase.
15)Asam Urat.
16)Albumin.
17) Globuliin

e. Serologi
1) HbsAG.
2) Anti HBS.
3) Widal typhy O dan H {2 parameter)
4) TPHA.
s) ASTO

f. Parasitologi
1) Pemeriksaan Cacing & Amuba

pada Faeses.
2) Pemeriksaan Darah Malaria

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp. 15.O0O,-

1"5.0o0,*
15.000,-
15.000,-
15.OOO,-
15.000,-
15.OOO,-
15.OOO,-
15.OO0,-
15.OOO,-

Rp. 15.0O0,-
Rp. 15.OOO,-
Rp. 15.OOO,-
Rp. 15.OOO,-
Rp. 15.OOO,-
Rp. 15.OOO,-
Rp. 15.OOO,-
Rp. 35.OO0,-

Rp. 35.OOO,-
Rp. 35.OOO,-
Rp. 25.OOO,-
Rp. 35.OOO,-
Rp. 35.OOO,-

Rp. 1O.OOO,-

Rp" 1O.OOO,-

6. Narkoba dan Napza
a. Ganja : Umum

: Pelajar
b. Gol. Opiat (Heroin, Morphin)

: Umum
: Pelajar

c. Gol. Benzodiazepin (Obat tidur)
: Umum
: Pelajar

d. Gol. Methamphetamin
: Umum
: Pelajar

Rp. 5O.O0O,-
Rp. 4O.OOO,-

Rp. 5O.OOO,-
Rp. 4O.OOO,-

Rp. 5O.OOO,-
Rp. 4O.OOO,-

Rp. 5O.OO0,-
Rp. 4O.OOO,-

7. Pemeriksaan dalam rangka pemberian
Surat Keterangan:

a. Surat Kesehatan untuk pelajar
b. Surat Kir Kesehatan untuk

umum
c. Surat keterangan
d. Visum Hidup
e. Surat keterangan keperiuan

asuransi
f. Visum luar mati (tanpa bedah

rnayat)
g. Surat keterangan kesehatan

iiwa

Rp. 5.000,-

Rp.15.OOO,-
Rp. 7.500,-
Rp. 5O.OOO,-

Rp. 15.0OO,-

Rp. 75.0OO,-

Rp. 15.OOO,-
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h. Jasa pemeriksaan kii kesehatan
CPNS/Paket Rp. 200.000,-

8. Kawar lnap per hari
Perawatan
Visite dokter umum
Visite dokter spesialisasi
Jasa asr4han keperawatan

a.
b.
c.
d.

20.ooo,-
20.000,-
25.000,-
20.o00,-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Per hari

9. Pemakaian Oksigen/ Liter/ Menit Rp. 150.-
10. Konsultasi Kesehatan

a. Konsultasi Spesialis
b. Gizr
c. Kesehatan Lingkungan
d. KB
e. Narkoba dll

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

15.O00,-
5.000,-
5.OOO,-
5.OOO,-
5.000-

Per kali

11. Pusling/Ambulance
a. Dalam Kota ( O s.d 10 KM)
b. Luar Kota

Dikenakan biaya tambahan sbb :

1) Jarak tempuh lG-lOO Km
2) Lebih dari 1OO Km

Rp
Rp

50.000
7s.ooo

Rp.3.000 lKm
Rp.2.500 lKm

Jarak
tempuh
dihitung PP
Jarak
tempuh
dihitung PP

t2. Pemeriksaan EKG Rp. 4O.O0O.-
13. Pemeriksaan Rontgent Rp. 6O.OoO,-
14. Pemeriksa€Ln Dopler Rp. 4O.000,-
15. Pemeriksaan USG Rp. 25.000,-
16. Pemakaian fasilitas untuk prat<Ut<

lapangan :

1.D3
2.S1

Rp. 5.000,-
Rp . 7.5OO.-

Perhari/
Orang

SAROLANGUN,
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fr. .lasi pemeriksaan kir kesehatart
CPNS/Paket Rp. 2OO.O0O,-

8. Rawat InaP Per hari
Perawatan
Visite dokter umum
Visite dokter sPesialisasi
Jasa asuhan kePelq$rg.tan,

a.
b.
c.
d.

Rp. 20.000,-
Rp. 2O.OOO,-
Rp. 25.000,-
Rp. 2O.0O0,-

Per hari

9. Pemifaian Oksigen / Liter/ Menit Rp. 15O,-

10. Konsultasi Kesehatan
a. Kernsultasi SPesialis
b. Gizi
c. Kesehatan Lingkungan
d. I{B
e. Narkoba dll

Rp-
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

15.OOO,-
5.OOO,-
5.OOO,-
5.OOO,-
5.OOO-

Per kali

11. Pusling/Ambulance
a. Dalam Kota { O s-d 10 KM}
b. Luar Kota

Dikenakan biaYa tambahan sbb :

1) Jarak temPuh 1O-1OO Km
2) Lebih dari 1OO Km

Rp.
Rp.

50 .ooo
75.OOO

Rp.3.OOO lKm
Rp.2.SOO lKm

Jarak
tempuh
dihitung PP

Jarak
tempuh
dihitung PP

12. Pemeriksaan EKG Rp. 40.000,-
13. Pemeriksaan Rontgent Rp. 6O.O0O,-

L4. Pemeriksaan DoPler - Rp. 40.000,-
15. Pemeriksaan USG Rp. 25.000,-
16. Pemakaian fasilitas untuk praktik

lapangan :

1.D3
2.S1

Rp. 5.OOO,-
Rn . 7.500,-

Perharil
Orang

CEK ENDRA
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LAMPIRAN II PERATURAN^DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR B TAHUN 2OL3
TANGGAL I NoPefirBeR 2013
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF RETzuBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA
RSUD. PROF. DR. H. M. CHATIB QUZ!\IAIN KAB. SAROI"ANCUN

OBGIN DAN KANDUNGAN

Keterangan :

- Biaya pelayanan dan sarana belum termasuk biaya Operator dan Anastesi

3. TARIF TINDAKAN MEDTK RAWAT INAP PENYAKIT ANAK

1. TARIF TINDAKAN MED.INSTALASI K. BERSALIN/INSTALASI RAWAT INAP KEBiDANAN

TARIF KELAS IiIJENIS TINDAKAN

2. TARIF TINDAKAN MEDIK OPBRASI DENGAN ANASTESI

JENIS TINDAKAN

JENIS TINDAKAN

Rawat inap/ Kamar PERINATOLOGI di hitung kelas I ( Rp. 11O.OOO )

NO TARIF KELAS III

1 Operasi sedang
- Ooerator Rp 80O.OO0
- Anastesi Rp 4O0.OOO

2 Operasi Besar
- Operator Rp 1.000.000
- Anastesi Rp 50O.0OO



--.1 

<+

4. TARIF TINDAKAN MEDIK INSTALASI RAWAT INAP PENY'DALAM

JENIS TINDAKAN

5. TARIF TINDAKAN MEDIK INSTALASI RAWAT INAP PE,NY.BEDAH

JENIS TINDAKAN

ATA IE'PEMAKAIAN RUANGAN / KAMAR RAWAT INAP

KELAS RUANGAN
TARIF
(RpLNO

80.000
1 RAaslil

Keterangan : Akomodasi (makan/minum pasien) sudatr termasuk dalam tarif kamar

TARIF KELAS III
NO

Rp ?s-ot]{1 Pungsi Pleura
D,';;;= Aci+ec Rp ?s.oqo2 ffi- Rp Z5:O-|-0

3
4;
5

Biopsi Jarum Halus Rp !o:oo,q
Bde Mrrrow Pungsi Rt soQo_o,

Rp - 
-3-0'ooq6 R. 1_0.ooo

7
I Peric#ainal Tap Rt 1o.o00

Rt 4o.oo0I
iJ*okopf fPeneanittilanBenaaAsiSrS Rp 65.000

10 Ra 20.000
11
T2 join tap TheroPeutik Rp - 3O.O0o

Ra 7.soo
13

Pasang Infus Rp 5.000
L4 R-p LQ.QOO15 Pasang NGT

Cr. ' r+i n* Rt 7.soot6
Rediesin[ I Gv Rp 7.5OO

L7
Rp 5.OOO

18

H
5.000p

19 p 15:OO0
2A Perawatan Gangren



TARIF TINDAKAN MEDIK INSTALASI LABORATORIUM

TARIF KELAS IIIJENIS TINDAKAN

10. TAzuF TINDAKAN MEDIK INSTALASI RADIOLOGI

11. TARIF TINDAKAN KONSULTASI GIZI

JENIS TINDAKAN

Rawat Jalan Rawat

NO JENIS TINDAKAN TARIF KELAS IlI

1. 2.



12. TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO JENIS TINDAKAN TARiF KELAS III

1 USG Rp 3O.OO0
) EKG Rp 30.000
3 DOPLER Rp 20.000

13. TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK FISIOTERAPI

NO JENIS TINDAKAN TARIF KELAS III

1 FedeiEana Rp 25.0OO
2 lseaane Rp 30.0U0
3 Canggih Rp 35.OOO

1 4.TARIF KONSULTASI /VISITE

NO JENIS TINDAKAN TARIF KELAS III

1 Visite Dokter Spesialis Rp 30.000
2 Visite Dokter Umum Rp 20.OO0

15. TARIF ASUHAN KEPERAWATAN

NO JENIS TINDAKAN TARIF KELAS III

1 Asuharr Keperawat an / h.ari Rp 20.0UU
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